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Abstrak 
Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan masalah utama bagi pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menjadi prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketimpangan pendapatan dan indeks kemiskinan mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Sebuah tinjauan terhadap 33 artikel yang relevan dari jurnal-jurnal yang terindeks Sinta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan indeks kemiskinan berkorelasi tinggi dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Studi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menurunkan skala ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan demikian, hal ini merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus fokus pada pemerataan pendapatan. Tercapainya pemerataan pendapatan akan memberikan kontribusi terhadap kenyamanan masyarakat dan terciptanya produktivitas kerja masyarakat. Oleh karena itu, sirkulasi pendapatan yang adil dan merata dapat mengurangi masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan. Dengan tercapainya kedua indikator tersebut, maka akan menjadi modal yang sangat besar dalam membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi1; Ketimpangan Pendapatan2; Kemiskinan3;

Abstract 
Income inequality and poverty are major problems for economic growth at both the national and regional levels. Economic growth, income inequality and poverty are prioritised to improve economic development. This study aims to determine the extent to which income inequality and poverty index affect the success of economic growth in North Sumatra. A review of 33 relevant articles from Sinta indexed journals shows that income inequality and poverty index are highly correlated with economic growth in North Sumatra. The study clearly states that higher economic growth will reduce the scale of income inequality and poverty in a region. Thus, this is a serious problem that requires special attention from the government. To overcome this problem, the government should focus on income equality. The achievement of income equality will contribute to the convenience of the community and the creation of community labour productivity. Therefore, fair and equitable income circulation can reduce social and economic problems such as poverty. With the achievement of these two indicators, it will be a huge capital in helping to achieve stable economic growth.
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PENDAHULUAN 
Pembangunan sektor perekonomian, selain memperbaiki pertumbuhan ekonomi, juga harus mampu mengurangi angka kemiskinan, ketidakmerataan tingkat pendapatan, dan tingkat pengangguran (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018). Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor krusial pada proses pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan subjek utama pada eksistensi keuangan seluruh negara pada realitas waktu saat ini, yana mana merupakan bagian utama dari taktik moneter pada kerangka keuangan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur pertama bagi pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Selain pembangunan material dan sosial, percepatan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi inti dari rencana pembangunan nasional dan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mengurangi ruang lingkup isu-isu pembangunan seperti ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Rambey, 2018). Secara umum, pertumbuhan ekonomi akan mendorong nilai keuangan yang lebih menonjol. Pertumbuhan ekonomi menjadi proses untuk meningkatkan hasil produksi barang serta suatu negara kadang-kadang merupakan petunjuk untuk mengukur hasil dari suatu negara.
Selanjutnya, sisi yang berlawanan dari pembangunan ekonomi yaitu kemiskinan merupakan suatu kondisi atau situasi dimana seseorang mengalami ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Pratama, 2019). Kebutuhan pribadi berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti konsumsi sehari-hari, kesejahteraan, perumahan, sekolah, dan lain-lain merupakan faktor utama dalam kehidupan dan pekerjaan. Kebutuhan penunjang menjadi alat pemuas menjadi ukuran moneter tentang uang tunai. sementara situasi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan utama yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Bank dunia (Soleh, 2015) memberikan definisi yang lebih rinci, tekait kemiskinan yaitu ketiadaan rumah. Menjadi miskin berarti sakit dan tidak pergi ke dokter. Kemiskinan adalah tidak bisa sekolah, tidak tahu membaca. Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi yang konstan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan adalah kematian anak-anak karena penyakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan karena kurangnya keterwakilan dan kebebasan. Selanjutnya, kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi yang konstan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan mendesak diperkirakan berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup utama yang diperlukan untuk elemen utama kehidupan dan pekerjaan seperti konsumsi sehari-hari, tunjangan, perumahan dan sekolah (Primandari, 2019). Purnama (2010) menyatakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan tinggi dan standar hidup yang layak.
Berdasarkan data BPS, Sumatera Utara mengalami perkembangan ekonomi yang kompleks, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,73% pada 2022 dan meningkat menjadi 5,01% pada 2023, didominasi oleh sektor Transportasi dan Pergudangan. Tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan berkelanjutan, dari 1.343,86 ribu jiwa pada 2021 menjadi 1.239,71 ribu jiwa pada 2023, dengan variasi antara wilayah perkotaan (7,50-7,53%) dan pedesaan (12,29-12,36%). Ketimpangan pendapatan juga mengalami perbaikan, tercermin dari penurunan Gini Ratio dari 0,312 pada 2022 menjadi 0,297 pada 2024, yang mengindikasikan upaya redistribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata yang diterima masyarakat. Menurut Wijayanto (2016) faktor-faktor yang mengukur ketimpangan pendapatan, yaitu tingkat pembangunan, keragaman ras, ketimpangan juga sangat terkait dengan kediktatoran dan pemerintah yang tidak menghormati hak milik. Ketimpangan pendapatan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama barang modal (Hendri & Iswandi, 2022). Individu dengan berbagai faktor produksi pasti akan mendapatkan penghasilan lebih banyak (Hanum, 2018).
Menyelidiki hubungan antara ketiga bidang ini akan menjadi topik diskusi yang tajam dan unik, terutama dalam hal mengidentifikasi prosedur yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran pembangunan ekonomi. Kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi fokus penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembahasan ketiga topik tersebut berubah menjadi pembahasan menarik, terutama terkait dengan prakiraan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Apakah pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan, atau memprioritaskan pengentasan kemiskinan ketika pendapatan tidak merata.

METODE PENELITIAN 
Sebanyak tiga puluh artikel yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian literature review. Dimana, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis secara kritis setiap sumber data, informasi dan pengetahuan (Snyder, 2019) dengan topik pembahasan tentang kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun artikel yang relevan dikumpulkan melalui situs indeksasi terbaik di Indonesia, yaitu Sinta dan data pendukung dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).  Dengan mengumpulkan beberapa data dan teori dari berbagai sumber, penulis menganalisis data fenomenologis yang relevan dengan topik yang dibahas sehingga dapat digunakan sebagai sumber baru yang akurat dan praktis.
Selanjutnya, kerangka penelitian bahwa status kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang sangat erat terhadap perputaran roda pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, maka akan mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Diantaranya, tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan yang pada gilirannya ketimpangan pendapatan masyarakat berdampak pada peningkatan indeks kemiskinan. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan dua hal yang erat kaitannya dalam kehidupan, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta kemiskinan selama ini menjadi topik yang selalu hangat di perbincangkan dan masih terus dikaji. Para pakar mencurahkan perhatian relatif besar terhadap permasalahan kemiskinan (Indrawati et al., 2020; Putro et al., 2018; Soleh, 2015; Vania Grace Sianturi et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan meningkatkan produk domestik bruto suatu daerah. Pertumbuhan PDB diharapkan dapat memberikan efek trickle down dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  (Hendri & Iswandi, 2022). Berputarnya roda pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan menjadi perhatian utama dalam konteks pembangunan ekonomi dari tingkat regional hingga nasional.
Pembahasan mengenai ketiga topik tersebut telah menjadi pembicaraan yang unik dan terus menimbulkan opini-opini baru, apalagi dalam penentuan teknik peningkatan pembangunan ekonomi sebagai kiat untuk penanggulangan tingkat kemiskinan (Wijayanto, 2016). Apakah teknik tersebut akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi namun mengesampingkan kemerataan pendapatan, atau akan mendahulukan pemerataan pendapatan tanpa harus mengesampingkan pertumbuhan ekonomi.
Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya variasi komoditas sumber daya alam dan situasi lingkungan alam di suatu daerah (Andiny & Mandasari, 2017). Ketidakmerataan pendapatan akan mengurangi daya beli masayarakat terhadap barang maupun jasa. Pergerakan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa melambat akibat rendahnya daya beli masyarakat. Kemacetan dalam produksi barang dan jasa telah menghambat pertumbuhan ekonomi. Terbatasnya produksi barang dan jasa membuat kesempatan kerja menjadi sangat terbatas. Dengan terbatasnya kesempatan kerja, muncul masalah baru yaitu masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan. Situasi ini jelas menimbulkan masalah baru, yaitu kemiskinan.
Sugiarto dkk (2016)  meyakini bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah nyata, dan tingkat kemiskinan yang tinggi akan berdampak pada ketimpangan pendapatan dari kemiskinan. Karena adanya hubungan negatif antara kemiskinan dan ketimpangan tingkat pendapatan, maka muncul anggapan bahwa kemiskinan tidak terlepas dari ketimpangan pendapatan, baik secara spasial maupun interpersonal. Penduduk yang tinggal di daerah miskin akan semakin miskin karena kapasitas sumber daya manusia yang lemah dan ketersediaan sarana/prasarana yang terbatas. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan adalah lintasan yang terus berinteraksi. Meningkatnya ketimpangan pendapatan berdampak negatif terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan akan membuat kemiskinan menjadi masalah yang semakin besar.

Kondisi Geografis Sumatera Utara
Menurut statistik dari Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara terletak antara 10-40 derajat lintang utara dan 980-1000 derajat bujur timur di Indonesia bagian barat, dengan luas wilayah 72.981,23 kilometer persegi. Wilayah terluas di Sumatera Utara adalah Kabupaten Deliserdang, dengan luas 6.262,00 kilometer persegi atau sekitar 8,58% dari total luas Sumatera Utara. 
Dengan wilayah perkebunan yang sangat luas dengan corak tanaman kelapa sawit, kayu manis, karet, cengkeh, tembakau, kelapa, teh, dan yang lainnya membuat kawasan Sumatera Utara memiliki peran yang lumayan besar terhadap perekonomian regional. Tidak hanya wilayah perkebunan yang sangat luas, kawasan Sumatera Utara juga penyumbang hasil tanaman budidaya pertanian atau hortikultura yang berlebih diproduksi di daerah Karo, Simalungun, serta Tapanuli Utara.

Pertumbuhan Ekonomi
Produk Domestik Bruto (PDB) daerah merupakan salah satu indikator penting untuk memahami kondisi perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Atas dasar harga yang tidak berubah, perkembangan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai hasil pembangunan (Umiyati, 2013). Rambey (2018) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam proses pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau provinsi diukur dengan menggunakan PDRB yang merupakan hasil nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh bagian perekonomian suatu wilayah. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tetap menjadi tujuan utama dari rencana pembangunan masing-masing daerah, yang diharapkan dapat mengurangi masalah pembangunan seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Teori mendorong pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pengurangan ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan (Rambey, 2018). Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin.
Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Menurut data BPS Sumatera Utara, perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2022 mencatat pertumbuhan sebesar 4,73 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 2,61 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terlihat pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,69 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,44 persen.
Pada Triwulan IV-2022, dibandingkan dengan Triwulan IV-2021, ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,26 persen. Pertumbuhan tertinggi di sisi produksi tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dengan peningkatan sebesar 16,02 persen. Sedangkan di sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,77 persen.
Jika dibandingkan dengan Triwulan III-2022, ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 0,46 persen. Dari segi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan kembali menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 3,89 persen. Di sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mencatatkan pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 4,92 persen.
Secara spasial, struktur ekonomi di Pulau Sumatera pada tahun 2022 didominasi oleh tiga provinsi utama. Provinsi Riau berkontribusi paling besar dengan 23,50 persen, diikuti oleh Sumatera Utara sebesar 22,63 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 14,02 persen. Sementara itu, kontribusi terendah berasal dari Provinsi Bengkulu dengan angka 2,14 persen. Pada tahun 2023, ekonomi Sumatera Utara tumbuh 5,01 persen, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 4,73 persen. Pertumbuhan produksi tertinggi terjadi di sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,27 persen.
	Widada et al., (2019) mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah barang yang diproduksi. Namun, jika peningkatan angkatan kerja tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan angkatan kerja akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi.  Akan tetapi, jika pemerintah daerah dapat memberdayakan kapasitas daerahnya dalam peluang kerja maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Oleh karena itu, peluang kerja di Sumatera Utara harus terus ditingkatakan agar dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Tingkat Kemiskinan
	Sari (2019) mengkaji bahwa secara teori, pertumbuhan ekonomi berkaitan secara kontradiktif dengan kemiskinan, Pertumbuhan berpendapat bahwa, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan saling eksklusif, dan pertumbuhan ekonomi merupakan solusi untuk mengatasi rendahnya tingkat dan tatanan ekonomi masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Menurut BPS, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk kehidupan yang layak. Selanjutnya, rendahnya pendapatan dan rendahnya taraf hidup masyarakat miskin (tercermin dari buruknya kesehatan, gizi dan pendidikan) menurunkan produktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Jonaidi, 2012).
Badan Pusat Statistik berpendapat bahwa dari segi ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh dua aspek, yaitu terbatasnya sumber daya masyarakat miskin dan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas yang berbeda, atau kualitas yang buruk, berarti produktivitas yang lebih rendah, yang mempengaruhi perbedaan upah dan akses ke modal. Rusdarti dan Sebayang (2013) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan antara lain: tingkat pendidikan yang rendah, kemalasan dalam bekerja, sumber daya alam yang terbatas, kesempatan kerja yang terbatas, penumpukan modal yang terbatas, dan beban tanggung jawab keluarga. Menurut Putro et al., (2018) kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor munculnya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Quality of Life Index/Human Development Index. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menyebabkan penduduk tidak efisien dalam bekerja. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah (Indrawati et al., 2020). 
Sejak tahun 2019, perkembangan penduduk miskin di Sumatera Utara  tahun 2021, jumlah penduduk miskin tercatat 1.343,86 ribu jiwa, kemudian menurun menjadi 1.268,19 ribu jiwa di tahun 2022, dan selanjutnya turun lagi menjadi 1.239,71 ribu jiwa pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan berkelanjutan dalam jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir.
Secara spesifik, persentase penduduk miskin regional menunjukkan pola berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin perkotaan adalah 7,50% dan pedesaan 12,29%. Pada September 2022, keduanya mengalami sedikit kenaikan - perkotaan menjadi 7,53% dan pedesaan menjadi 12,36%. Sementara provinsi Sumatera Utara mencatat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,09 poin, dari 8,42% pada Maret 2022 menjadi 8,33% pada September 2022. Secara absolut, hal ini setara dengan 1,26 juta jiwa, dengan pengurangan sekitar 6.100 jiwa dalam satu semester.
Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah, Maret– September 2022
	Daerah
	Indeks Intensitas Kemiskinan
	Indeks Keseriusan Kemiskinan

	Perkotaan 

	Maret
	1,40
	0,35

	Sepetember 
	1,44
	0,33

	Pedesaan

	Maret
	1,32
	0,34

	September 
	1,37
	0,35

	Perkotaan + Pedesaan

	Maret
	1,37
	0,34

	September
	1,41
	0,34


Sumber: BPS Sumatera Utara, 2022.
Berdasarkan data BPS untuk periode Maret-September 2022, terdapat variasi dalam indeks intensitas dan keseriusan kemiskinan. Di perkotaan, indeks intensitas kemiskinan sedikit meningkat dari 1,40 menjadi 1,44, sementara indeks keseriusan kemiskinan justru menurun dari 0,35 menjadi 0,33. Di pedesaan, tren serupa terjadi dengan peningkatan indeks intensitas dari 1,32 menjadi 1,37 dan perubahan minor pada indeks keseriusan.
Seperti terlihat pada Tabel 1, wilayah perkotaan menunjukkan perubahan indeks intensitas kemiskinan dari 1,40 pada Maret menjadi 1,44 pada September, mengindikasikan peningkatan kesenjangan pengeluaran. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin jauh dari garis kemiskinan, dengan gap pendapatan yang melebar. Di wilayah pedesaan, indeks intensitas kemiskinan bergerak dari 1,32 pada Maret menjadi 1,37 pada September. Kenaikan ini mencerminkan pertambahan kesulitan ekonomi penduduk miskin perdesaan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Secara keseluruhan (perkotaan + pedesaan), indeks intensitas kemiskinan naik dari 1,37 menjadi 1,41. Peningkatan ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin tidak mencukupi untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimal. Kenaikan indeks intensitas kemiskinan mengungkapkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin melebar, yang menunjukkan tantangan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.
Rusdarti dan Sebayang (2013) mengungkap bahwa kemiskinan struktural (kemiskinan yang disebabkan oleh kebudayaan serta kebiasaan masyarakat) membuat pembangunan berjalan dengan tidak proporsional dengan hasi yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata ini disebabkan oleh kekuatan sumber daya yang tidak merata, kapasitas masyarakat yang tidak memadai, dan kesempatan kerja dan pendapatan yang tidak merata. Hal ini mau tidak mau akan menyebabkan ketimpangan tingkat kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Selajutnya, mereka menjelaskan selain peningkatan belanja tenaga kerja, terutama belanja operasional atau konsumsi pemerintah, mengakibatkan rendahnya prioritas pelayanan publik. Perbedaan antara kota dan daerah berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan anggaran pengentasan kemiskinan (Panggabean & Dalimunthe, 2019). Oleh karena itu, sebagai sarana pengentasan kemiskinan, diperlukan suatu cara untuk mengukur hubungan material-kebijakan.

Tingkat Ketimpangan Pendapatan
	Sugiyarto et al., (2016) menunjukkan dalam studi mereka bahwa proses pembangunan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan distribusi. Distribusi pendapatan adalah distribusi pendapatan masyarakat selama periode waktu tertentu. Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah perbedaan skala distribusi pendapatan, yang disebabkan oleh perbedaan produktivitas individu.
Pada awal pembangunan, pola pendapatan perkapita di semua daerah sama yaitu pola pembangunan cenderung terus meningkat, namun setelah beberapa tahun kesenjangan pendapatan antar daerah tetap ada, karena kemampuan menciptakan ekonomi tumbuh tidak merata atau sangat berubah. Pemerataan pendapatan di antara penduduk atau rumah tangga memiliki dua aspek, satu untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di bawah garis kemiskinan, dan yang lainnya adalah untuk mengurangi tingkat pendapatan antar rumah tangga melalui distribusi pendapatan secara keseluruhan (Sugiyarto et al., 2016)
Hendri dan Taufan (2022) dalam risetnya memaparkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan suatu keadaan dimana sirkulasi menjelaskan dalam penelitiannya bahwa ketimpangan pendapatan adalah suatu keadaan dimana pendapatan masyarakat beredar tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh besarnya pembangunan, heterogenitas ras, dan tanda-tanda keteraturan dalam pemerintahan yang tidak menghormati hak milik. Disparitas (ketimpangan) pendapatan yang berlebihan dapat mendatangkan malapetaka pada perekonomian, menyebabkan ketidakadilan, dan membahayakan stabilitas dan solidaritas sosial.
BPS Sumatera Utara mencatat, terlihat penurunan berkelanjutan yang menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan. Pada tahun 2022, Gini Ratio tercatat 0,312, kemudian menurun menjadi 0,309 di tahun 2023, dan selanjutnya mencapai 0,297 pada tahun 2024. Dibandingkan dengan tingkat Gini Ratio regional, Sumatera Utara menampilkan kecenderungan penurunan yang lebih signifikan. Data regional menunjukkan Gini Ratio sebesar 0,381 pada September 2022, naik menjadi 0,388 pada Maret 2023, kemudian turun menjadi 0,379 pada Maret 2024.
Perbedaan mencolok antara keduanya terletak pada tren penurunan. Sumatera Utara menunjukkan penurunan konsisten dan lebih tajam (penurunan total 0,015 poin), sementara tingkat regional mengalami fluktuasi dengan penurunan yang relatif lebih kecil (penurunan 0,009 poin). Penurunan Gini Ratio mengindikasikan perbaikan pemerataan pendapatan dan berkurangnya ketimpangan ekonomi di Sumatera Utara selama periode tersebut, yang menandakan potensi kebijakan distribusi ekonomi yang semakin efektif.
Tabel 2 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara (2022 –2024)
	Provinsi
	Gini Ratio

	
	2022
	2023
	2024

	Sumatera Utara
	0,312
	0,309
	0,297


Sumber: BPS Sumatera Utara, 2024.
Gini Ratio di Sumatera Utara terus mengalami penurunan, dari 0,312 pada 2022 menjadi 0,309 pada 2023, dan turun signifikan ke 0,297 pada 2024. Perubahan ini mencerminkan peningkatan distribusi pendapatan serta pengurangan kesenjangan ekonomi. Secara regional, tren serupa terlihat. Pada September 2022, Gini Ratio tercatat 0,381, naik menjadi 0,388 pada Maret 2023, sebelum turun ke 0,379 pada Maret 2024, menunjukkan upaya pemerataan ekonomi yang berkelanjutan. Penurunan Gini Ratio membawa dampak positif bagi struktur ekonomi Sumatera Utara. 
Ketimpangan pendapatan yang semakin berkurang mendukung kohesi sosial, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan stabilitas ekonomi. Meski perubahan angkanya kecil, tren ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah dalam mengurangi kesenjangan melalui pemberdayaan dan redistribusi pendapatan. Masyarakat pun berpeluang mendapatkan akses yang lebih merata ke sumber daya, pendidikan, dan peluang usaha, yang dapat meningkatkan mobilitas sosial dan meminimalkan konflik ekonomi. Dalam situasi di wilayah pedesaan, gini rationya lebih kecil dan lingkup kebimbangan yang juga lebih kecil. Ketidakseimbangan yang lebih menojol di wilayah pedesaan diakibatkan oleh sirkulasi penghasilan sumber daya yang lebih bervariasi pada wilayah perkotaan dibandingan dengan wilayah pedesaan.
	Wiksuana & Kusumawati (2018) mengemukakan bahwa karena dana alokasi umum tidak digunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan, alokasi yang lebih tinggi dari dana alokasi umum yang disediakan oleh pemerintah pusat akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah. 	Perekonomian daerah dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi ekonomi daerah melalui pelestarian lingkungan dan pengelolaan pariwisata, khususnya di sektor penginapan dan makanan dan minuman. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Utara diharapkan untuk lebih memanfaatkan Dana Alokasi Umum untuk membiayai kebutuhan seluruh daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hubungan Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, dan Pertumbuhan Ekonomi
Beragam teori dan pandangan mengenai pembangunan telah berkembang dan diaplikasikan selama kurang lebih 50 tahun di negera berkembang, yang pada kenyataan nya masih sangat tertinggal ekonominya oleh negara-negara maju, dan mayoritas penduduk nya berada di garis kemiskinan. Sayangnya, teori dan pandangan mengenai hal itu sampai saat ini belum mampu memberikan bukti yang maksimal untuk mengurangi atau menghapuskan angka kemiskinan. Bahkan, kenyataannya kesenjangan yang tinggi mengakibatkan naiknya jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya memicu konflik baru dalam pertumbuhan ekonomi (Wiksuana & Kusumawati, 2018).
Pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Tajuk ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan penyempitan kesenjangan pendapatan. Selain untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, tujuan utama dari upaya pembangunan ekonomi harus menghilangkan atau mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Anggriawan et al., 2016). Inti dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan yang terus harus didorong. Pertumbuhan ekonomi daerah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Raswita & Utama, 2013). 
Afif (2024) menyimpulkan bahwa pembangunan menuntut adanya tingkat pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan. Tetapi, pada dasarnya bukan hanya untuk meningkatan pendapatan nasional, tetapi juga bagi pihak yang membutuhkannya, sedikit atau banyak. Peningkatan profitabilitas hanya akan menguntungkan sekelompok orang kaya jika perbaikan hanya dilakukan oleh mereka, maka upaya dalam mengatasi masalah ini akan lambat dan ketimpangan akan melebar. Namun, jika pertumbuhan dihasilkan oleh banyak orang, maka mereka juga yang paling diuntungkan dan pertumbuhan ekonomi akan lebih merata. 
	Tisniwati, (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan aktivitas ekonomi yang menunjuk pada peningkatan produksi barang serta jasa oleh suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sesuai produk nasional bruto serta komponennya mempunyai enam karakteristik, yaitu: (1) arus pertumbuhan dan  hasil produk penduduk per kapita; (2) adanya ekskalasi produktivitas; (3) transformasi struktural yang tinggi; (4) urbanisasi; (5) perluasan negara maju; (6) arus pertukaran yang kuat.
Solikatun dkk (2018) menunjukkan dalam studi mereka bahwa pengentasan kemiskinan dapat terhambat jika pembangunan terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan masalah pemerataan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah distribusi pendapatan yang tidak merata karena kepemilikan yang tidak merata atas properti sumber daya. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan belum tentu kausal. Beberapa dari kemajuan ini mungkin berasal dari peningkatan pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, sehingga mempercepat pertumbuhan secara keseluruhan. Pengentasan kemiskinan dimungkinkan tanpa pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi terlepas dari sebab dan akibat, jelas bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan adalah tujuan yang saling eksklusif.
Tingkat kemiskinan provinsi Sumatera Utara berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya. Kurangnya kapabilitas dalam berproduksi, rendahnya tingkat daya beli, serta penurunan taraf pertumbuhan ekonomi akan disebabkan oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Dampak kemiskinan di Sumatera Utara akan berimbas pada rendahnya PDRB yang diterima, yang disebabkan karena ukuran PDRB yang menjadi gambaran pendapatan yang diterima dari suatu wilayah. Peningkatan persentasi kemiskinan ini juga signifikan sehubungan dengan kemerosotan jumlah PDRB Sumatera Utara. Walaupun pada kenyataanya tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih rendah bila dianalogikan dengan wilayah perkotaan, hal tersebut tetap akan menghalangi stabilitas pertumbuhan ekonomi dan ketidakseimbangan yang akan berakibat pada nominal PDRB di setiap sektornya.
Tingkat ketimpangan pendapatan mempunyai efek yang relevan akan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut disebabkan karena ketidakmerataan pendapatan masyarakat berpengaruh pada daya beli masyarakat di suatu wilayah sehingga menyebabkan adanya perbedaan pertumbuhan, kecilnya harapan usaha, dan sempit nya akses perputaran ekonomi yang ujungnya akan menurunkan angka percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tajuk ketimpangan yang disajikan dalam tingkat Gini Ratio Sumatera Utara akan sangat mempengaruhi besaran jumlah PDRB Sumatera Utara. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat di amati bahwa Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi lingkaran atau circle pertumbuhan yang jauh dari kata baik. Kondisi ketimpangan pendapatan yang cenderung tinggi akan berujung pada peningkatan indeks angka kemiskinan di daerah tersebut.
Kemiskinan serta ketidakmerataan pendapatan di kawasan Sumatera Utara berdampak akan memperlambat laju pertumbuhan ekonominya. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berdampak substansial terhadap kehidupan perekonomian manusia, baik dari segi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Jika kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan terus berlanjut, maka akan timbul bencana kemanusiaan yang meliputi kelaparan, sakit penyakit, dan gizi buruk (Wijayanto, 2016). Nyatanya, tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak mengambil andil yang besar untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan kenyataan di lapangan yang membuktikan bahwa masih sangat banyak orang yang memiliki pendapatan di bawah standart. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu dijadikan acuan untuk memperkecil besarnya angka kemiskinan yang ada. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan PDRB yang cepat tak sepenuhnya menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.
Indrawati dkk (2020) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa saat mengukur kesejahteraan masyarakat salah satunya bisa ditinjau melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan suatu wilayah akan semakin tinggi, dan  akan menaikkan pendapatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yaitu pertumbuhan ekonomi akan memberikan trickle down effect terhadap perekonomian suatu wilayah. Trickle down effect ini tidak terjadi ketika kegiatan ekonomi yang terjadi tidak dinikmati oleh seluruh aspek masyarakat. Aksesibilitas yang timbul hanya akan menguntungkan orang kaya, sebab mereka mempunyai peluang ekonomi yang lebih tinggi, seperti modal berkualitas tinggi, pendidikan, serta kesehatan, sedangkan orang miskin mempunyai taraf aksesibilitas yang lebih rendah. Pertumbuhan dan kegiatan ekonomi yang terjadi akan dinikmati oleh orang kaya di suatu komunitas atau wilayah perkotaan, yang perekonomiannya ditopang oleh sektor industri, sedangkan masyarakat miskin secara ekonomi ditopang oleh sektor pertanian. Angka itu masih rendah dibandingkan dengan orang kaya yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, dibandingkan dengan orang kaya yang sebagian besar bekerja di sektor industri (Subrata, 2018).
Korelasi antara pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan merupakan korelasi yang kompleks serta kontroversial. Secara umum,  pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat untuk pengentasan kemiskinan (Jayadi & Brata, 2016). Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta persisten. Karena sifatnya yang sangat kompleks serta berjangka panjang, pendekatan pengentasan kemiskinan juga memerlukan analisis yang tepat, melibatkan seluruh komponen persoalan, dan strategi penanggulangan yang sempurna yang berkelanjutan daripada sementara. Banyak variabel yang bisa dipergunakan untuk melacak kemiskinan dan dari variabel tadi dapat membuat berbagai strategi serta kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terarah serta berkelanjutan (Prawoto et al., 2009). Kompleksitas kemiskinan memerlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk mengatasinya, seperti program yang memperluas kesempatan kerja produktif, memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses ke berbagai peluang sosial ekonomi, dan menumbuhkan keunggulan bersaing produk dalam mengeksplorasi potensi daerah (Dalimunthe, 2017). Program atau kebijakan pengentasan kemiskinan yang menyasar pada masalah kemiskinan perlu diprioritaskan skalanya karena berbagai kendala pemerintah (Pratama, 2019).
	Arifianto & Setiyono, (2013) mengemukakan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut dari perspektif teori ekonomi. Terdapat dua pandangan perihal korelasi antara pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan. Satu pandangan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan pandangan lain sebaliknya.  Vania Grace Sianturi et al., (2021) mengungkap bahwa apabila sirkulasi pertumbuhan ekonomi yang merata dilakukan kepada semua rakyat maka dapat ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan diharapkan dapat dikurangi dengan mengoptimalkan belanja daerah untuk penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga mengurangi jumlah penduduk miskin jika digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan, seperti memberikan modal kepada masyarakat miskin untuk memulai UMKM. 
Hendri dan Taufan (2022) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi akan menyebabkan distribusi pendapatan yang lebih tidak merata di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatkan kapasitas output, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan per kapita dan pengurangan ketimpangan wilayah. Ketimpangan pendapatan meningkat di tingkat nasional, perkotaan, dan pedesaan, serta di seluruh wilayah suatu negara. Berdeda dengan Pangkiro et al., (2016) menunjukkan dalam studi mereka bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah jawaban untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebab kontribusi sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja sedikit. Di waktu yang sama, industri dengan tenaga kerja besar  belum menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, maka sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam menanggulangi hal ini. Jika regulasi keberlimpahan sumber daya alam yang memihak pada rakyat maka akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Menanggulangi hal tersebut, maka tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah yakni menitikberatkan pada pemerataan pendapatan. Tercapainya pemerataan pendapatan akan berkontribusi dalam kemudahan masyarakat dalam akses terhadap kredit, pembiayaan sekolah, dan asuransi. Peningkatan dan kemudahan lainnya, yakni: masyarakat akan mulai berinvestasi, taraf hidup akan meningkat, serta terciptanya produktivitas kerja masyarakat. Oleh karena itu, sirkulasi pendapatan yang adil dan merata mampu mengurangi problematika sosial dan ekonomi seperti kemiskinan. Dengan tercapainya kedua indikator tersebut, maka akan menjadi modal yang sangat besar dalam membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil.

KESIMPULAN DAN SARAN 
Pertumbuhan ekonomi, pendapatan serta kemiskinan berkaitan erat dengan kehidupan setiap orang. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan serta kemiskinan menjadi penekanan utama pembangunan ekonomi pada tingkat regional serta nasional. Menganalisis korelasi segitiga antara variabel-variabel tersebut menunjuk pada pertumbuhan jangka panjang serta sangat menarik, baik pada hal mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada atas distribusi pendapatan, juga dalam mendistribusikan pendapatan secara lebih merata tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan serta ketimpangan pendapatan di sumatera utara terbukti mengganggu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemiskinan serta ketidaksetaraan pendapatan berdampak negatif pada ketidakstabilan sosial, ketidakpastian, serta peristiwa humanisme seperti kelaparan, kesehatan yang buruk, serta kekurangan gizi. Bila ini terus berlanjut, pada akhirnya akan mengganggu stabilitas makroekonomi serta kelangsungan hidup pemerintahan yang ada. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan membantu mengurangi kemiskinan, karena masih banyak masyarakat yang pendapatannya di bawah standar hidup. PDB tumbuh begitu cepat sehingga tidak benar-benar berkontribusi secara spontan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan apa yang disebut "trickle-down effect", yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalir ke masyarakat miskin, bukan berdasarkan permintaan, dan cenderung lebih lambat.
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